








Rekomendasi Kebijakan

1. Pemerintah — Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan
Melaksanakan Kelas Standar sebagai amanah UU SISN No. 40 Tahun 2004 Pasal 23 ayat (4) yaitu
dalam hal peserta membutuhkan rawat inap di rumah sakit, maka kelas pelayanan di rumah
sakit diberikan berdasarkan kelas standar. Dan perlu lebih menjelaskan pada Peserta yang
menginginkan kelas perawatan yang lebih tinggi dari pada kelas standar, dapat meningkatkan
haknya dengan mengikuti asuransi kesehatan tambahan, atau membayar sendiri selisih antara

biaya yang dijamin oleh BPJS Kesehatan dengan biaya yang harus dibayar akibat peningkatan
kelas perawatan.

2. Pemerintah - Presiden, Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan
Menyusun PP/ Perpres/ Permen dalam pelaksanaan kelas standar untuk menentukan iuran

yang tepat besarannya dan paket manfaat minimum yang diberikan pada kelas standar yang
dimaksud.

3. Pemerintah — Kementerian Kesehatan

Pemerintah memastikan provider/ penyedia pelayanan kesehatan menyediakan kelas standar
bagi peserta JKN.
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